BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan
sangat kompleks karena menyangkut banyak segi dalam hal kepemilikannya di
dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang hidup membutuhkan tanah, baik untuk
dijadikan tempat tinggal maupun tempat usaha/bisnis dan mengakibatkan nilai
tanah secara ekonomi meningkat pula dengan sangat pesat dari waktu ke waktu.'

Pada kehidupan sehari-hari tanah sering kali menjadi persengketaan,
perselisihan dan konflik bahkan sampai ke sidang Pengadilan. Hal ini timbul
karena tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan
masyarakat, sehingga masyarakat berusaha memperoleh tanah dengan
menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan tanah tersebut meskipun
harus mengambil tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah
tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari persengketaan, perselisihan dan
konflik, maka dibentuklah norma hukum yang harus ditaati oleh anggota
masyarakat. Selain dibentuk norma hukum, anggota masyarakat juga perlu
mendaftarkan tanah guna memperoleh sertipikat hak milik atas tanah yang
berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah dan
untuk medapatkan jaminan kepastian hukum.

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata “jual beli” adalah

suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

' Muhammad Yamin Lubis dan Rahim Lubis, Hukum Pendafiaran Tanah, (Bandung: Mandar
Maju, 2008), hlm. 18.



menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan. Selanjutnya di dalam Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan
bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika
setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan
harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum
dibayar.

Jual beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai benda
kekayaan-kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau
dianggap berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan melakukan sesuatu
hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.” Barang
yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidak-tidaknya
dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat akan diserahkan hak miliknya
kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual
beli mengenai panenan yang akan diperoleh pada suatu waktu dari suatu bidang
tanah tertentu.’

Jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak
milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli,
yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.* Hak atas tanah
merupakan hak yang melekat yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Hak atas
tanah, akan diperoleh setelah melakukan suatu transaksi misalnya jual beli.
Meskipun telah dilakukan transaksi jual beli atas tanah, tidak secara otomatis hak

atas tanah beralih kepada pembeli, karena terlebih dahulu harus melalui tahapan-

* Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, (Bandung:
Sumur Bandung, 1981), hlm. 17.

3 R. Subekti, Aneka Perjanjian, cet. 10, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), him. 2.

* Effendi Perangin. Hukum Agraria Di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang praktisi
hukum), cet. ketiga. (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm 13.



tahapan tertentu agar kepemilikan tanah dapat beralih dari pihak yang satu ke
yang lain.

Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pertanahan tersebut
antara lain adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa Bumi dan
air dan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut
maka Pemerintah berkewajiban untuk mengatur segala kekayaan alam yang ada di
Indonesia termasuk tanah untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu diperlukan
adanya hukum tanah nasional yang mampu mewujudkan penjelmaan dari asas
kerohanian Negara dan cita-cita bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa,
Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.’

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia pada
tanggal 24 September 1960 mengundangkan dan memberlakukan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA.
Dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria ini, terciptalah suatu
keseragaman (uniformitas) mengenai hukum tanah, sehingga tidak lagi ada hak
atas tanah menurut Hukum Barat disamping hak atas tanah menurut Hukum
Adat.® Salah satu tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok Agraria dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan adalah dengan
menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di

seluruh wilayah Indonesia yang bersifat rechskadaster artinya untuk memberikan

* Yudhi Setiawan, Instrumen Hukum Campuran (Gemenschapelijkrecht) dalam konsolidasi tanah,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), HIm. 5.

& C.S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata), (Jakarta: PT
Pradnya Paramita, 1995), Hlm. 178.



menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya. Pendaftaran tanah juga sama
hal pentingnya dalam kepemilikan hak atas tanah.

Pelaksanaan jual beli hak atas tanah yang bersertipikat, agar jelas
pengalihan hak atas tanah tersebut maka pembuatan akta jual beli hak atas tanah
yang bersertipikat tersebut harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang
menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah
(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).’

Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah berbunyi, “Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan
rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan
hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”. Dari ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut di atas maka dapat dikatakan
bahwa hanya PPAT yang berwenang membuat akta jual beli hak atas tanah yang
telah bersertipikat agar dapat diproses pendaftaran akta jual belinya sekaligus
balik namanya di kantor pertanahan tempat dimana tanah tersebut berada. Apabila
bukan PPAT yang membuat akta jual beli hak atas tanah yang telah bersertipikat

tersebut, maka kantor pertanahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tidak

7 Muhammad Ridwan, Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Telah Bersertipikat, (Jakarta:
Pustaka Ilmu, 2010), hlm. 52.



dapat melakukan proses pendaftaran akta jual beli tersebut sekaligus juga tidak
dapat memproses balik nama hak kepemilikan atas tanah tersebut.®

PPAT maupun Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan
kewenangan membuat akta otentik tertentu, yang membedakan keduanya adalah
Landasan hukum berpijak yang mengatur keduanya. PPAT diatur dalam Undang-
Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, sedangkan Pejabat Notaris diatur dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perbedaan
tersebut tergambar dengan jelas dari lembaga hukum yang bertanggung jawab
untuk mengangkat dan memberhentikan, tugas dan kewenangannya dalam rangka
pembuatan akta-akta otentik tertentu, serta sistem pembinaan dan pengawasan
Notaris dan PPAT.

Pejabat Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam hal ini
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pembinaan dan pengawasan ada pada
pejabat yang ada di bawah kementerian tersebut yakni Pengadilan Negeri. PPAT
di angkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN),
sedangkan pembinaan dan pengawas-annya ada pada pejabat yang ditunjuk dalam
tingkat daerah kabupaten atau kota hal ini Kepala Kantor Pertanahan setempat.

Produk hukum yang dihasilkan adalah akta otentik, namun berbeda
jenisnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Pejabat notaris ber-
wenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ke-
tetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

# Muhammad Yamin Lubis, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, (Medan: Pustaka Bangsa
Press, 2003), him. 37.



semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-
undang, di samping itu berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 dikatakan Notaris berwenang pula membuat akta yang berkaitan dengan
pertanahan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyebutkan:

1. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat
umum yang diberi ke-wenangan untuk membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun.

2. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT
di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.

3. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk
karena jabatannya utnuk me-laksanakan tugas PPAT dengan membuat
akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas

Pemerintah tertentu.

Akta PPAT adalah akta otentik dan sebagai sebuah akta otentik
terdapat persyaratan ketat dalam hal prosedur pembuatan, bentuk dan formalitas
yang harus dilakukan sehingga akta tersebut berhak disebut sebagai akta otentik.

Hal ini ditegaskan oleh Pasal 1868 KUHPerdata: “suatu akta otentik ialah suatu



akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau
dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.
Jadi syarat otentisitas suatu akta yaitu:

1. Dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang

2. Oleh atau dihadapkan pejabat umum

3. Pejabat tersebut harus berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan data
pendaftaran tanah, maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan
dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan pembebanan hak yang
bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-
syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Antara lain
mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada
dikantor pertanahan. Tata cara dan formalitas pembuatan akta otentik adalah
merupakan ketentuan hukum yang memaksa, artinya tata cara dan prosedur
pembuatan itu harus ditkuti dengan setepat-tepatnya tanpa boleh disampingi
sedikitpun. Penyimpangan dari tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik
akan membawa akibat hukum kepada kekuatan pembuktian akta itu.’

Fungsi dan tanggung jawab PPAT serta tanggung jawab pertanahan

beranjak dari sistem publikasi negatif dan kewajiban menilai dokumen, maka

® Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya — Jilid 1Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djambatan, 2008),
hlm. 507.



sebaiknya terdapat pembagian fungsi dan tanggung jawab antar PPAT dan petugas
pendaftaran PPAT berfungsi dan bertanggung jawab: '’

1. Membuat akta yang dapat dipakai sebagai dasar yang kuat bagi
pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak pelaksanaan
pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak.

2. PPAT bertanggung jawab terhadap terpenuhinya unsur kecakapan dan
kewenangan penghadap dalam akta dan keabsahan perbuatan haknya
sesuai data dan keterangan yang disampaikan kepada para penghadap yang
dikenal atau diperkenalkan.

3. PPAT bertanggung jawab dokumen yang dipakai dasar melakukan
tindakan hukum kekuatan dan pembuktiannya telah memenuhi jaminan
kepastian untuk ditindaklanjuti dalam akta otentik dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

4. PPAT bertanggung jawab sahnya perbuatan hukum sesuai data keterangan
para penghadap serta menjamin otensitas akta dan bertanggung jawab

bahwa perbuatannya sesuai prosedur.

PPAT dalam pelaksanaan pembuatan akta otentik di bidang pertanahan,
harus memiliki prinsip kehati-hatian, karena akta PPAT merupakan akta otentik di
bidang pertanahan, khususnya terhadap akta jual beli yang merupakan akta otentik
yang dijadikan dasar peralihan hak atas tanah yang bersertipikat dari nama penjual
kepada nama pembeli.'" Oleh karena itu setiap akta jual beli yang dibuat oleh

PPAT wajib didaftarkan di kantor pertanahan setempat karena merupakan dasar

1" Bachtiar Sibarani, Asas-Asas Pendafiaran Hak Atas Tanah, (Surabaya: Ilmu Pustaka, 2011),
hlm 21.
" Pandu Ismanto, Tanah dan PPAT, (Bandung: Refika Aditama, 2009), him. 77.



hukum bagi kantor pertanahan untuk melakukan balik nama hak kepemilikan atas
tanah tersebut. PPAT harus membacakan akta jual beli yang dibuatnya tersebut
kepads para pihak yang terkait/berkepentingan dan menjelaskan isi akta tersebut
kepada mereka. Hal ini dimaksudkan agar para pihak mengerti dan memahami isi
akta jual beli hak atas tanah bersertipikat tersebut.

Secara umum tugas pokok dan kewenangan PPAT adalah melaksanakan
sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan
dan pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan
hukum yang dimaksud sebagaimana tersebut di atas adalah:

1. Jual beli,

2. Tukar menukar,

3. Hibah,

4. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)

5. Pembagian hak bersama,

6. Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik,
7. Pemberian hak tanggungan,

8. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.

Secara normatif, jika tidak ada cacat hukum atas perbuatan hukum
tersebut (jual beli tanah, hibah, tukar menukar, dan sebagainya) maka pembeli
dapat memperoleh hak atas tanah yang dikehendaki tersebut dan kepemilikan hak

atas tanah tersebut tercatat di kantor pertanahan. Selanjutnya, pembeli akan



mendapatkan sertipikat hak atas tanah, sebagai bukti atas kepemilikannya itu.
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti kuat yang dapat dipakai oleh
pemilik tanah untuk menunjukkan kepemilikannya secara hukum atas tanah
tersebut. Sepanjang tidak ada yang menggugat atas kepemilikan hak atas tanah
tersebut maka secara mutatis-mutandis, pemilik hak atas tanah tersebut adalah
orang yang namanya tercantum dalam sertipikat tersebut. Dengan demikian, maka
pthak yang berwenang bertindak untuk dan atas nama tanah tersebut secara
hukum hanyalah pemilik hak atas tanah tersebut, kuasanya atau ahli warisnya.
Pihak-pihak yang tidak tersebut di atas (pemilik, kuasa atau ahli waris) tidak
berwenang bertindak untuk dan atas nama tanah tersebut, dalam hal mengalihkan,
memberikan suatu hak baru atas tanah tersebut atau menjaminkan tanah tersebut.
PPAT yang tidak berhati-hati dalam melelaksanakan tugas jabatannya
dan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pembuatan akta jual beli
tersebut, maka bisa saja terjadi akta tersebut tidak lagi menjadi akta otentik tapi
terdegredasi menjadi akta di bawah tangan. Disamping itu akta jual beli tersebut
dapat mengandung cacat hukum, dan merugikan salah satu pihak atau pihak lain.
Apabila ada pihak yang dirugikan dengan terbitnya akta jual beli tersebut maka
kemungkinan besat pihak yang merasa dirugikan tersebut mengajukan gugatan
pembatalan akta jual beli tersebut dan gugatan ganti rugi terhadap PPAT tersebut.
Tesis ini menganalisis tentang pembatalan akta jual beli yang dibuat
dihadapan PPAT. Kasus ini bermula dari keinginan Penggugat/Terbanding (Albert
Indratna Kasmara) untuk membeli Tanah dan Bangunan yang terletak di daerah
Jakarta Selatan. Untuk mencapai keinginannya tersebut Penggugat/Terbanding

dibantu oleh Tergugat I/Terbanding (Luthan Ramanda Permata) untuk mencarikan
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lokasi tanah dan bangunan yang dimaksud. Setelah cocok dengan harga dan
lokasinya, Tergugat I/Terbanding menghubung PPAT untuk melaksanakan
transaksi tersebut. Oleh Tergugat I/Terbanding dibawalah blanko akta jual beli
tersebut kepada Penggugat/Terbanding yang di dalamnya sudah tercantum nama-
nama para pihaknya kecuali nama Tergugat I/Terbanding, dan dalam keadaan
kesibukan dan ketidaktahuan Penggugat/Terbanding, maka Penggugat/Terbanding
menandatangani akta jual beli yang diberikan oleh Tergugat I/Terbanding dan
beberapa hari kemudian Penggugat/Terbanding diberikan salinan akta jual beli
yang sudah ditandatanganinya tersebut. Namun di dalam akta jual beli tersebut
tercantum nama 2 (dua) orang pembeli yaitu Penggugat/Terbanding dan Tergugat
[/Terbanding, padahal yang membeli tanah dan bangunan tersebut adalah
Penggugat/Terbanding dan transaksi jual beli tersebut menggunakan uang milik
Penggugat/Terbanding. Alasan dari Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan
ini adalah karena Penggugat/Terbanding tidak pernah memberikan kuasa kepada
Tergugat I/Terbanding untuk mencantumkan namanya sebagai salah satu pihak
pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian dalam tesis ini
berjudul: “Analisis Yuridis Pembatalan Akta Jual Beli Hak Atas Tanah Yang
Dibuat Oleh Dan Dihadapan PPAT Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1963 K/Pdt/2013)”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi

pokok permasalahan adalah:

1.

Bagaimana tanggung jawab hukum PPAT yang menyuruh pegawainya
menambahankan satu nama orang lain sebagai pihak pembeli di dalam
AJB yang sudah ditandatangani pihak pembeli dan pihak penjual tanpa
dokumen yang sah?

Bagaimana pertimbangan hukum dan putusan Hakim Agung dalam
perkara Akta Jual Beli Nomor 2/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang dibuat

oleh dan dihadapan PPAT yang dibatalkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian masalah ini adalah:

1.

Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah
dan akibat hukum terhadap pembatalan akta jual beli yang dibuatnya.

Untuk menganalisis pendapat hakim dalam menerapkan hukum dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1963 K/Pdt/2013 mengenai perkara

Akta Jual Beli Nomor 2/2004 tanggal 20 Januari 2004 yang dibatalkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan bagi pengembangan IImu Hukum, khususnya mengenai sejauh
mana pembatalan perjanjian jual-beli tanah serta akibat hukum yang

terjadi.
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2. Secara Praktis, diharapkan penelitian dimaksud dapat digunakan sebagai
bahan acuan bagi para pihak yang berkepentingan dalam dalam rangka
pemberian jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para
pemilik tanah dan pemegang sertipikat Hak atas tanah dan juga dapat

memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat luas.

1.5 Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing babnya memiliki
keterkaitan antara satu dengan bab lainnya:
BAB 1 : PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pengantar untuk memasuki bab-bab selanjutnya yang
menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bab ini terdiri
dari latar belakang masalah yang menajdi pendorong bagi penulis untuk
membahasnya, rumusan masalah merupakan pertanyaan dari isu terkait, tujuan

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menggambarkan penjelasan secara umum mengenai teori-teori
mengenai PPAT yang memperkuat peneliti tentang tinjauan umum tentang
Pejabat Pembuat Akta Tanah, tinjauan umum Jual Beli, Peralihan Hak Atas
Tanah Melalui Jual Beli, Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Akta Jual Beli,

serta hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Bab in1 akan membahas mengenai penelitian hukum normatif, jenis pendekatan
penelitian, pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, dan pengolahan
dan analisis bahan hukum yang akan dipakai oleh penulis di dalam penulisan

ini.

BAB 1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab in1 akan memaparkan mengenai deskripsi penelitian yang memuat posisi
kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1963 K/Pdt/2013 dan Analisis
hukum yang memuat tentang tanggung jawab hukum PPAT atas akta yang
dibuatnya dan pertimbangan hukum dan putusan Hakim Agung atas
pembatalan akta yang dibuat oleh PPAT terkait dengan jual beli tanah terutama

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1963 K/Pdt/2013.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan analisa dari seluruh
uraian penelitian, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis sebagai bahan
pertimbangan bagi para pihak terkait dengan permasalahan dalam penelitian

ini.
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